
 

 

 

                                               
WALI KOTA PALU 

PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 
  

PERATURAN WALI KOTA PALU 

NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19  

TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN 

HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
 

WALI KOTA PALU, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) telah berdampak pada aspek politik, 

ekonomi, sosial, budaya serta masyarakat, 

sehingga perlu strategi dan upaya yang 

komprehensif dalam percepatan penanganan 

COVID-19 di Kota Palu; 

 
 

  b. bahwa strategi dan upaya yang komprehensif 

dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota 

Palu perlu dilakukan melalui pengenaan sanksi 

yang tegas sehingga mempunyai efek jera bagi 

pelanggar; 

 

  c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi 

Presiden    Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan 

SALINAN 



 

 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan 

Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang penerapan protokol kesehatan dalam 

pencegahan dan pengendalian COVID-19; 

 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019; 

 
 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang   

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3555); 

 

 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 



 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

 

 

  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 249);  

 

 

  4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Penerapan Displin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 

2020 Nomor 19);  

 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 

2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN 

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

 

 
 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 19) 

diubah sebagai berikut : 

 
 

 



 

 

Pasal 5 

(1) Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau 

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan 

sanksi administratif. 

(2) Sanksi  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. bagi perorangan: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 

2. kerja sosial selama 60 (enam puluh) menit berupa:  

a) membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah; 

b) menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah; atau 

c) membersihkan rumah ibadah;  

3. larangan memasuki area; dan/atau 

4. denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu 

rupiah) yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis;  

2. denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk. 

3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau 

4. pencabutan izin usaha. 

(3) Bagi perorangan setelah dikenakan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membuat surat 

pernyataan tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran terhadap 

penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan 

pengendalian Covid-19. 

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

angka 4 dan huruf b angka 2 dibuatkan berita acara serah terima 

dan dimasukkan dalam laporan petugas. 

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

angka 4 dan huruf b angka 2  disetor ke kas Daerah.     



 

 

 


